LAMPIRAN



107

Lampiran 1 : Keputusan Presiden RI No. 134 tahun 1962

PRESIDEMN
REPUBLIK INDONESIA

 KEPUTUSAN PRESIDEN REPURLIK INDORESIA

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

kedalan bidang Fertahanan/Keamaxian dengen Sepenuhnja;

b, banhwa perlu menjesuailkan pimpinan dan susunan Kepolisian
Negara kepada Undang-undang No.l3 tahun 1961 tan%gal
30 Djuni 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 Yo.245);

Mengingat &, Keputusan Presiden No.94 tahun 1962 tentang susunan’
: } baru dan regrouping thinetuksrdja; "y

i b. Passl-pasal 6 dan 8 Undang-undang No,l3 tahun 1961
2 . . (Lembsran Negera tehun 1961 No.245) tentang ketentuan-
ketentuan pokok Kepolisian Negara; :
¢. Ketetapan Madjelis Permusjawerstan Rakjat Sementara
Wo.II/MPRS/1960;

d. Pasal 4 (1) Undang-undang Dasar;
g Mendengar : Wakil Menteri Pertams Urusan Pertashanan/Keamanan;

a2 MENUTUSKAFN: - BN
: . , S

Menetapkan

PERTAMA : Mengubah sebutan MENTERI/KEPALA XEPOLISIAN NEGARA seﬁag‘e‘{i'mgna- ‘

tertjantum dalam dictum “Pertama angka III.4" Keputusan FPre-
i siden No.94 tahun 1962, mendjadi: &

MENTERI/KEPALR-ST&F ANGKATAN KEPOLISIAN NEGARA.

- KEDUA : Keputusan ini berlaku mulail tanggal ditetaplkannja dan mempu-
' njai daja surut hingga tanggal 5 Maret 1962.

SALINAN keputusan ini disampailkan untuk diketahui kepada § _
Semua Menteri, - : = LS
Semua Kepala-Kepals Staf Angkatan Barsend jata, i
Semua Departemen Pemerintahan, - #*
Badan Pemerikss Keuangan, e
Sekretariat Menteri FPertama,

‘Bekretariat Kusjawarah Kabinetd Kerdja.

SRS A T
s % & % s o0

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal .12 April 1962.
ol PRESIDEN REPUBLIK INDDHESIA,

. 14555%;ﬂ225aaéi;sz‘sl}aquo . T

SUKARNO.

Sumber : Arsip Nasional RI (ANRI)

Menimbang : &. bahﬁa perlufmengintegrasikén Ané:atsn Kepolisian Nééﬁra 5
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Lampiran 2 : Keputusan Presiden RI No. 290 tahun 1964

10, 290 TAHUN 1964
TENTANG
IEDUDULAN, TUGAS DAN TANGGUNG DJAMAR ANGIATAN

- KEPOLISTAN REPUBLIK INDCHESIA SEBAGAT ANGGCTA

ANGRATAN BERSENDJATA,
4 14 ;

PRESIDEN ARPUSLIK INDONESLS/PANGLIMA TERTTNGGI ANGKATAN PERANG

Fenimbang ¢ bahwe melihat perkembangan revolusi Indonesia pada dewasa ini, dan [
. menilik pertumbutian didalam Angkaten Kepolisian Hepublik\Idonesia . |
dibidang mentaal dan dibideng materiil, memandang perlu uhtulk mes- )
@ pertegas kedudukan, tugas dan tanggung djawab Anghatan Kephlisian
fepublik Indonesia didalam ilmub serta menjelesaikan revolusi setjera
keseluruhan;

Mengingat @ 1. Pasal 4 aja.tll Undarg-Undang Dasar jo pasal IV Muraen Feralihen
Undang-Undang Dasar 1945;

2, Undang-Undang No. 13 tahun 1961

3. Undang-Undang Yo. 10 Prp tahun 1960;

4. Keputusan Presiden No. 372 tahun 1962;

5. Keputusan Presiden Mo, 225/PLT/192;

Keputusan Presiden No, 15 tahun 1953;

Fengingat  : Amanat Presiden Republik Indonesia pada Hari Angkaten Hepolisian
pulas tenggal 1 Djuli 15643

@ MEMUTUSKARN

i i A S e o 1 b g e
o~
.

Yenetapltan s KEPUTUDAN FBSIDEN REPUBLIK IIDONESIA TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN
TANGOUNG DJAWAB ANGEKATAN KEPCLISIAN FEFUBLIK INDCNESIA SEBAGAT

MNGGOTA ANGKATAN BERSENDJATA, sebagai berilut :

Pasal 1.

-

(1) Angkatan Kepslisian Republik Indonesia adalah Anggote Anglatan
HBersendjata.

(2) Yedudukan .‘\n@iat;.n Kepolisian Republil Indonesia sebagel inggota
Angkatan Bersendjata adalah sama dan, sederadjat dengan ketiga
Anghkatan lainnja. .

e

(3) Sebagai bagien dari Angkatan Bersendjata, meka Anpkatan Kepolisian
Republik Indonesia seperti halnje dengan ketiga Angkatan lainnja
‘merupalcan suatu kesatuan dengan geris-garis hierarchle dan komande
jang utuh dan balat,

Pasal 2,

Sebagal Anggota Anglatan Bersendjate meka Angkatan Kepolisian
depublilk Indonesia bertugas serta bertangmung djawab :

R By
X a,:-‘f )55 . dalam
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&+ dalam bidang penentuan | _  pengurusan, penegakan serta
pemeliharean ketertiban dan kesmanan dalam negeri, baik jang ber—
sifat preventif justisiil/sosial, maupun jang bersifal represif
Jjustisiil/sosials

b. sebagai penegak hukum dengan merdjundjung tinggi hak-hak azasi
rakjat;

£. mengawasi dan mengkoordinasikan badan-badan pemerintahan sipil
Jang dengdn atan atas luasa undang-undang diberi wewenang wntuk
- melekukan tugas~tugas Kepolisian didalam bidangnja masing-masingy

d. memelopori, memimpin dan membina rekjat dalam rangka penecakan/
pemeliharaan keamanan sebagei sjarat untuk mewud judkan masjarakat
Tata~Tenterem-Karta~Rahardja dengan berlandaskan fahem Keamsnan
Rakjat Semesta, jalan Keamanan dardi Agkjat, oleh Rakjat untuk Raljat;

@ 8. ikut-serta setjara fisik aktif didalam pertehanan dan didalam usaha
pertahanan gune mentjapai potensi maksimal dari Ralkjat didalam per-
tahanan total serta pengamanannja;

1 L. ikut-serta dalam proses produksi dan ‘distribusi;

; ‘& dalam bidang hidup kenegaraan dan hidup kemasjaralkatan sebegai alat
; Pevolusi pada umumnja.

Pasal 13,

i Kedudulean nukum, segale hal ichwal mengenal personil, materiil, ik
i keuangen, organisesi, administrasi dan masalah perawatan dalam arti |
] luas dari pada Angkatan Kepolisian Republik Indonesia diatur setjars |
! umun dan terintegrasikan dengan ketige Angkatan lainnja didalsm

i peraturan-peraturan dari pada Angkatan Bersendjata Jang merupakan

% peraturan-peraturan pokolc Jang sama bagi keempat Angkatan Bersendjata,

] o " Pasal be

| Selama peraturan-peraturan pokok Jang sema bagi ke-empat Angkatan
! Bersendjata seperti dimaksudkan ‘dalam pasal 3 belum terwudjud, maka 3
dengan peraturan-peraturan tersendiri ditentukan agar setahap demi
setahap kedudukin Angkatan Kepolisian Republik Indonesia sebagai Angpota
Angkatan Bersendjata dapat diwudjudkan, sehingga paling lambat pada
tanggal 1 Djarmari 1965 Angkatan Kepolisian Republik Indonesia benar-
benar telah terintegrasiken dengen Anggota-inggota Angkatan Bersend jata
lainnja, y

Pasal 5,
Keputusan Presiden ini berlalm mulai tanggel ditetapkannja.,

Ditetapkan di Djakarta
pade tanggal 12 Nopember 1964.
13 PRISTOR REPUBLIK INDONESLY,

} o SULARHO ¥y

Sumber : Arsip Nasional RI (ANRI)
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TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS DAN TANGGUNG DJAWAB ANGKATAT
KEPOLISIAN REPUBLTK INDONESIA GEBAGAT ANGEOTA
-'_u_“_'--—_'”‘_-"_'—!——--_m_.______..

; #NGKATAN BERSENDJATA.

. PERDJELASAN UMUM. |

Ketetapan ini dimeksudkan untuk menjesuaikan kedudukan, tugas dan
tanggung djawab Angketan Kepolisian Republik Indonesia dengan kemad jusn
jang telah ditjapainja, sehingga lebih sempurna lagi dapat menunailean
kewad jibannja untuk bersema-—sema dengan Rakjet menjelesaikan Kevolusi a
meningkatkar pendjagaan, penjelamaten den pengefektipan Negara Republik

E:) Indonesia jang adalah alat untuk mentjepal Amapet Penderitasn Raljat,

Dalem ketetapan M.P.R.S. No. I dan Fo. II/MPES/60 lampirvan A, 54
ajat c, telah.dinjatakan bahwa Polisi Negara adalah Angkatan Bersendjat:
penegesan mane diketemukan kembali dalam pasal 3 Undang-undang Ho.13 ta-
hun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokolk Kepolisian Negara.

Kemudian pasal 12 Keputusen Presiden Republik Indenesia tanggal 21 -
Djuni 1962 Xo.225/PLT tahun 1962 mengharuskan sdanje susunan Angkatan D¢
rat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Angkatan Kepolisian sedemilian 1.
pé, sehingga tertjapai suatu keseragaman atas dasar adsnja unsur pembine
an dan unsur operasionil.

Achirnja bahwa Angkatan Kepolisian Republik Indonesiaz tekah ment je
rei kemadjusn-kemadjuan den bahwa kedudukan Angkatan Kepolisisn Republil
Indonesie sebagai Angkaten Bersendjata itu adaleh sams dan gederadjat de

- ngan ketiga Angkatan lainnja adalah dinjatakan oleh Paduka Jang lfulia
Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata/Pemimpin Besar Reveolusi
Phayangkara Agung pads Hari Angketan Kepolisian tenggal 1 Djuli 1964,

(} Dengan demikidgn, maks perumusan-perumisen jang dituangksn dslam Ke

3 outusan Presiden ini, lebih ‘banjak bersifat penegasan dari ape jang tels
ada den pemberian dasar formil sebagei landasan untuk dengan lebih tjeps
lagi melandjutkan pembangunan Angksten Kepolisian Republik Indonesia chu
susnje dalam rangks tugas-tugas penjelesaian dan keselametan Revolusi,

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 tjukup djelas.

Pasal 2 ajat a. tjukup djeles.
ajat b. tjukup djelas,
ajat c. tjukup djelas.

ajat d. Faham Keamanan adalsh Keamanan Rakjat Semesta dala
arti, bahwa keamanen mendjadi tanggung-d jawab selu
ruh masjarakat dilelukan oleh seluruh Haljat dan
dimanfaatkan untuk segenap lapisan mes jarakat deng
Angkatan Kepolisian Republik Indonesis gebagel int
pelopor dan pembine keamanan dalam negeri dalam me
wud judkan: Keamenan dari Rakjat, oleh Rakjat dan u
tuk Raljat.

Aman adalah suatu keada an, dimana gegenep mesj
S rakat Indonesia bebas dari segala ketakutan akan
Y ¥l gengguan atau antjaman, sehingge memungldnkan mas j
A rekat terssbut mentjepai tjita~tjite dan tudjuan~
e Revolusi Nasionalnja.

2 o




188 j,
berhaluen Manipol

 kontinuitas didelan segala bidang kegiatan
kemag jarakatan dan pembangunan dari pada ben

dang bersvoluei, sebegal perwudjudan masjara
Hahard ja.

Kepolig:

0 Re

- potensi rakj ; L
bur pembing: Keamanan @alam Negeri,

©

Ajat e, tjukup djelas,

Ajat . tjukup djelas.
“Ajet g. tjukup djelas.
Pasal 3 tjukup djelas.
Pasal 4 $jukup djelas.

111

i
i
H
]
igi jang memung}d.ni
ukan segala kegial
&t adil dan malowr ]
Usdek, l

‘Kesmanan dalem negeri adalah kescaen dan kondisi jang JILSIIILlB.“tE
unsur-unsur tersebut diatas, sehingga memunglinkan stabilitas dan |

Dalem melaksanakan tugas keamanan dalam negeri, maka angka ta]
blik Indonesia memimpin dan membimbing keluatan dan|
ng digtur dan disuf_sun dalam suatu »organisasi—aparél
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. KEDUDUKAN, TUGAS DAN TANGGUNG DJAWAB
XEPOLISIAN REPUBLIK INDONESTA SEBAGAT
UNSUR_ANGKATAN BERSENDJATA
(Disempurnakan ).

" PRESIDEN REPUBLIK TNDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG,

O Réhimbang

bahwa melihat perkembangan revolusi Indonesia pada dewash
ini dan menilik pertudbihan didalam Angkatan Kepolisian Repu~
blik Indonesia dibidang mental dan dibidang materiil, perlu :
mempertegas kedudukan, tugas dan tanggung djawab Angkatan
Kepolisian Republik Indonesia didalam ikut serta menjelesai-
kan revolusis

pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar jo pasal IV aturan
peralihan Undang-undang Dasar;

| Mengingat I L

.r

2, Undang-undang No. 13 tahun 1961;

I1. L

III, 1.

Undang-undang No. 10 Prp. tahun 1960;

Keputusan Presiden No.
Keputusan Presiden No.

Keputusan Presiden Ne.

3725
225/P16/1962;
15 tahun 1963;

Penetapan Presiden No. 5 tahun 1959;
Undang-undang Mo. 15 tahun 1961;
Penetapan Presiden Ho. i3 tabhun 1963;

Penetapan Presiden lo.
Penctapan Presiden Ho.
Penetapan Presiden No.
Penetapan Presiden Ho.
Keputusan Presiden No.

Instruksi Presiden No.

11 tahun 1963;
L tahun 1963;
6 tahun 1959;
L tahun 1962;
71 tahun 196k;
L tahun 1963;

Mengingat pulé § .....
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ingat pula @ Amanat Preéide ada Hari Angkatan

Kepolisian tanggai.l-njuli:
MEMUTUSKAN: =
:Mgnetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDOWESIA TENTANG PENEGASAN

KEDUDUKAN, TUGAS DAN TANGGUNG DJAWAB ANGKATAN KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA SEBAGAT UNSUR ANGKATAN BERSENDJATA,
sebagai‘berikut ¢

Pasal 1.
Angkatan Kepolisian: Republik Indonesia adalah, sedjadjar
dan sederadjat dengan Angkatan-angkaten Darat, Laut dan Udara,
unsur Angkatan Bersendjata.

Pasal 2. )

(1). Dalam kedudukan tersebut dalam pasal 1, maka Ang-
katan Kepolisian Republik Indonesia bertugas serta bertanggung

djawab

a. sebagal alat negara penegak hukum, terutema dibi

dang pemeliharaan Keamanan Dalam Negeri sesual

dengan ketentusn-kétentuan dalam Undang-undang

@] Pokok Kepolisian;

b

mengkobrdinir den mengawgsi alat-alat kepolisian
chusus dalam melaksanakan tugas kepolisian di-
Bidang masing-masing sesual dengan ketentuan-
ketentuan dalam keputusan Presiden Wo. 372

tahun 1962;

Tkut serta setjara fisik didalam pertahanan
sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-

c

undang Pokok Kepolisian;

d

menjelenggarakan pembinaan masjarakat dalam
rangka pelaksanaan tugas kepolisian dan pembi-
naan wilajah sesual dengan doktrin Anglatan
Bersendjata, dengan tudjuan untuk ment japai
dan memelihara keameanan;

e, ikut serta ....

PR
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ta dalan proses prodiksi dan distri- |
51 (operasi karja);

- f, sebagal alat revolusi pada umumnja*d&lam'bidang
hidup kenegaraan dan hidup kemasjarakatan;

_ (2). Tugas dan tanggung djawab jang dimeksud pada ajat

{1) pasal ini serta pelaksanaannja, tidak mengurangi, pada

k intah Pusat, kedudukan, tugas dan tanggung djawab
an g&ﬁtintah.?usat lainnja dalem bidang jang sema,

© dan tingkat Pemerintah Daerah, kedudukan, tugas dan tang-
- gung’ djawab Kepala Daerah dai. badan-badan Pemerintah lainnja,

didaefah'jang bersangkutan, menurut peraturan perundang-undang
an jang berlaku.

Pasal 3.

Kedudukan hukum, segala hal ichwal mengenal personil,
materiil, kevangan, organisasi, administrasi dan masalah
perawatan dalam arti luas Angkatan Kepolisian Republik Indo~-
nesia distur setjara umum dan terintegrasikan dengan ketiga
Angkatan lainnja didalam peraturan-peraturan Angkatan Ber-
sendjata jané merupakan. peraturan-peraturan pokék jang sama
bagi keempat Angkatan Bersendjata.

) . Pasal L,

Selama peraturan-peraturan pokok jang samd begi keempat
Angkatan Beraendjéta seperti jang dimaksud dalam pasal 3 belun
ada maka oleh Menteri Koordinator Pertahanan/feamanan-Kepala
Staf Angkatan Bersendjata dapat ditetapkan peraturan-peraturar
sementara, agar setahap demi setahap kedudukan Angkatan Kepo-
lisian Republik Indoresia sebagai unsur Angkatan Bersendjata
dapat diwudjidkan.

Pasal 5.

Segala sesuatu tentang pelaksansan jang belum diatur
dalam Surat Keputusan ini, diatur bersama oleh Menteri Koordi-
nator Kompartimen Pertahanan/Keamanan-Kepala Staf Angkatan
Bérsendjata dan Menteri Koordinator Kompartimen Hukum dan
Dalam Negeri.
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Presiden ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 23 Djuni 196 *

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
J4ﬁé2;2225223¢5?25ﬁ~¢*y¢1:é3 ""-‘\\

SUKARNDO

Sumber : Arsip Nasional RI (ANRI)
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Lampiran 3 : Keputusan Presiden RI No. 132 tahun 1967

PRESIDEN: e .
$ REPUBLIK II}IDONESIA ) oy
* * e
KEPUTUSAN PRESTOEN EPUBLIK'INDGMESTA - =

« Nou A2 TAHUN 1967:

TENT ANG "
PERUBAHAN . POKOK-POKOK CRGANISASI DAN
-PROSEDUR BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN.

KAML, PEDJABAT BRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

N

lienimbang - : Bahwa dalam rangka pelaksaﬂaan UUD 1945 setjara murni, maka
stas dasar penelitian dan penilalan jang lebih seksama, per- i
1u diadaksn pengaturan dan penjusunan lkembali Polkolk- pokok

Urganisasi dan Presedur Bidang Pertahanan-Keamanan ,; supaja

dapat - diwudjudkan keseimbangan dan keserasian jang lebih baik
antara upaja dan tudjuan dalam rangka pulakaaqaan-tugas i daug
Pertahanan-Keamanan sesual dengan. garla keb1c3aksanaan politik

Perbanananﬂﬁeamanan, ' g

: 1. Undang-Undang D-asar Republik Indonesia vahun J.Lﬂl-5 pasal 10 . i
dan pasal 17. 3
2, Ketetapan M.P.R.S. o XXXIIT/MPRS/ 1967, nl “
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Ho.163 tahun 1906 ;
L. Keputusan Presiden Republik Indonésia No+107 tahun 1967, i

“

licndengar  l. Saran-saran dari lenteri Utama Bidang HAUEAN.

2. Para Menteri/Panglima Angkatan dan Kepala Staf HANKAM,

MEMUTUSKANS i

Menetapkan : *

! Mentjabut surat keputusan Wakil Perdana Menteri Bidang Perta- |
hanan-Keamanan tanzgal 27 April 1966 No.ﬁEP/&/lfl9oé berikut '

perubahan-perubaban dan penjempurniaannjas " ﬁ

K UA . POKCK_POKUX CRGANTSAST DAN FROSEDUR BIDANG PRRTAHANAN-KEANANALH
{ Baru ) sebagal herlxutb
}
B A B .I
U M U M

Pasa 13
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A

 PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2 -
b
) Pasal 1.

Dalam rangka Pemerintahan Umum Negara Republik Indonesia,_fupggi'
Pertahanan-Keamanan, Jjang selahdiétnja disingkat dengan HANKAM, -meru-
pakan salah satu fungsi pemerintahan negara tertinggi jang chusus di-
tudjukan kearsh tertjapainja keamanan Bangsa, Negara dan Revolusi In-
danesia, baik dalam aspek Nasional maupun dalam aspek Internasional,
jang dilaksanakan oleh Departemen HANKAM,

Pagal 2.

Untuk mentjapai tudjuan jang dimaksudkan dalam pasal 1, Departem:
RANKAM bertugss pokok menjelenggarakan pengerudian dan pengendalian
tertingei setjara integratif-fungsionil terhadap semua kegiatan-kegi-
atan Wegara dan masjarakat untuk mengamankan Revolusi, mempertshankan
llegara serta melindungi Rakjat pada umumnja, dan setjara koordinatif-
strukturil terhadap Angkatan-angkatan (AD, AL, AU dan AK) dan Badan-
badan HANKAM lainnjae ;

Pagal 3.

a. Presiden adalah pemegang kekuasaan tervinggl atas Angkatad
Ferang/ Angkatan Bersendjata Republik Indonesia sesual denzan Undang
Undang Dasar 1945 pasal 10.

be Presiden menentukgﬁ Eebicjaksanaan Masional jang bersangkutan
dengan aspek-aspek HANKAMVAS dalam ruang-linzkup Ketahanan Nasional |
sesuai .dengan doktrin HANKAMNAS "GATUR DHARMA EKA KARNA"™. Dalam menen- I
sukan kebidisksanaan tersebut Presiden dibantu oleh Dewan Pertahanan
Nasional sebagai Badan FPenasehat.

Pasal L.

a. Dewan Pertahanan Masional, jang selandininja disingkat dengan
DEPERTAN, adalah suatu Badan Penasehat bagi Presiden dalam menentukan
Kebidjaksanaan Nasional jang bersangkutan “dgngan aspek-aspek HANKAMIAS
sesual dengan Haluan Negara dan Tudjuan Nasionals

- b. Presiden menzatur lebih landjut hal-hal jang mengenai pelaksa-
paan fungsi utama dan fungsi-fungsi lain DEFERTAN sesuai dengan tugas
pokokiijae

&

Pasal 5.

a. Untuk melaksanakan tugas pokok Jang dimaksudkan dalam pasal 2,
bidang_HAﬂKAE:mempunjai dan menjelenggargkan fungsi organik dan kegi-

atanikeglatagy baik jang bersifat operatif maupun administratif. i
P8 7 . ; i

*
Pungsi-fimgsi enenseens
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__ PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

w3 e

b. Pungsi-fuagsi utama tersebut diatas dibagi dalanm bidang-bidang
sebagai berikut :
(1), Bidang Strategi dan Operasi, jang melipuvi fungsi-fungsi dan kegi-
atan-kegiatan dalam Staf HARKAM untul perentjanaan serta pengenda-
lian strategi dan operasi dalam bidang HANEAM,

{2). Bidang Pembinaan Administratif, jang meliputi fungsi-fungsi dan ke-
glatan-kegiatan dalam Staf HANKAM dalam bidang penentuan kebldjaksa-
naan tenaga manusia, materiil, keuangan/perbelandjaan dan kebidjak-
sanaan dalam bidang pendidikan.

(3). Bidang Chusus, jang meliputi fungsi-fungsi dan kegiatan-keglatan
dalam!bidang pengendalian ABRI sebagal kekuatan sosials

(L). Bidang Pengawasan, jang meliputi pengawasan terhadap efisiensi da-
ripada semua segi dalam bidang HANKAM,

BAB-Z .
Haﬁai-DQSQBHSTRUKTUR ORGANISAST

Jang termasuk dalam pengelompokan Departemen HANKAM adalah Menteri
HANKAK, Staf HANKAM, Musjawarah Komando, Pengawas Keuangan HANKAM, Koman-
do-Komando/Lembaga~-lenbaga Pelaksanaan dan Pembinaan Utama HANKAM/ ABRI
sorta Badan-badan/Instalasi-instalasi Pugat/ABRI, ke-Empat Angkatan, Ko-
mando-komando Utama Pelaksanaan Operasionil HANKAM/ABRT dan Badan-badan
lain jang diperlukan untuk memenuli kebutuhan-kebutuhan jang bersifat
chusus. )

Sesuai dengan pengelompokan dilingkungan Departemen HANKAM sebagal
jang dimgksudkan dalam pasal 6, setjara integratif-fungsionil bidang
HAWKAM dibegi dalam tingkatan-tingkatan sebagal berikut :

a. Tingkat kebidjakssnaan dan pengendalian HANKAN/ABEI, jang dipegang
dan diselenggarakan oleh Menteri HANKAM dengan dibantu oleh Staf
HANEAM dan Musjawarah Xomando.

/jgu b. Tingket pelaksanaan/pembinaan HANKAL/ABRI jang diselenggarakan oleh
.ﬁ? i ”Kpnando_komanchLembaga—lembaga Pelaksanaan dan Pembinaan Utama
mﬁmmwam serta Badan-badan/Instalasi-instalasi Pusat/ABRI,

5.4
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Pasal 25,
' PENGAWAS KEUANGAN HANKAM,

a. Pengawas Keusngan HANKAM, jang selandjutnja disingkat WASKU
BANKAM, adalah suatu badan jang membantu MENHANKAM/PANGAB dalam me-
njelenggarakan pengawasan terhadap segala kegiatan alat-2 pembinaan
dilingkungan bidang HANKAM, dalam hal ini chususnja untuk Pengawasan
penggunaan Anggaran Belandja HANKAM, '

b. Dalam rangke pelaksanaan tugas-pokoknja sebagaimana disebut-
van distes, WASKU BANKAM membantu ;-'IENHMKAN./PAI-IGAB dalam pengurusan
anggaran belandja, keuangan, perhitungan dan pengendalian iﬁtern, ser-
ta memberikan advisnja mengenai pemakaian daripada sumber-2 instalasi/
keuangan jang ada. '

c. WASKU HANKAM harus mendjemin sdanja informasi jang tjukup
dari segela sumber jang ada hubungannja dengan bidang tugasnja, se-
hingga dapat diperoleh dasar perkiraan jang objektif guna mengadakan
penilajan—-penelitiannja, dengan mana achirnja dapat diperoleh hatsil
jang maksimal dengan pengeluaran jang minimal,

d, WASKU HANKAM bertanggung djawab tentang pelaksanaan tugas
kewad jibannja kepada MENHANKAM,/PANGAB,

Pasal 26,
ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESTA

a, Dalam pelaksanaan fungsinja sebagal pemegang keluasgan ter-
tinggi atas ABRI dan sebagal putjuk pimpinan HANKAMNAS, Presiden di-
pentu oleh MENHANKAM/PANGAB jang berkedudukan sebagai pembantu Presi-
den dan memimpin ABRI, Dalam hubungan ini semua, meka rantai-komando-
nja berdjalan dari Presiden dengan melalui MENHAMKAN/PANGAB jang me-
rupakan pembantu utamanja dalam segala hal jang berhubungan dengan
Pertahanan dan Keamanan.

b. Dalam rangka pembinaan kekuatan HANKAM/ARRI jeng diarshlen
untuk melaksanakan pertahenan dan keamanan Nasional, masing-masing
Angkatan mempunjal tugas penjelenggaraan dan pembinaan HANKAMFAS me-
nurut matrania masing-masing, dengan mengerahkan segala potensi Nasi-
onal setjara integratif antar-Angkaten dan antera ABRI dengan Rakjat,

- Jakni
o A0 (1) Pertahanan Nasional di Darat,

s (2) Pertahanan lasional di Laut,
§:§§i_." (3) Pertahanan Nasional di Udara dan
(L) Keemanan dan Ketertiban Masjarakat.
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¢, Setiap Angkatan jang merupakan begian orgenik dari Deperte-
men HANKAM bertanggung djawab untuk memberikan bantudnnja delom penje-
lenggaraan dan pengamanan kebidja?sanaan dalam bidang pertahanan dan
keamanan jang telah diputuskan dan ditetapkan oleh DEPERTAl,
Dalam hal ini setiap Angkaten menjelenggarakan perentjanaan, pengeiu-
dian dan pengawasan terhadap-operasi-2 dan usaha-2 dari Angkstannja
masing-masing, termasuk pula didalaﬁﬁaa penjelenggaraan daripada fung-
si-fungsi organisasi, latihan dan memperlengkepi kesatuan-kesatuan
Angkatannja, sehingga magpu pula menjiaﬁkan kesatuan-kesatuan dalam
vangka Komando Gabungan jang disiagakan untuk kebutuhan-2 operasi dan
perang, meliputi bidang-bidang Kesiapan, bantuen dalam bidang Logistik
dan Administrasi disesuaiken pads matra Angkatan serta situasi den tjo-
rak tugas.

-

d. Angkatan Bersendjata Republik Indonesiz (ABRI) jang merupakan
pagian organik dari Depertemen HANKAM meliputi :

{1) Angkatan Darat, selandjutnje disingkat AD.
(2) Anglkatan Laut, selandjutnja disingkat AL,
(3) Angkatan Udera, selandjutnja disingkat AU,
(4) Angkatan Kepolisian, selandjutnja disingkat AK.
Mesing-masing Angkatan tersebut diatas -dipimpin oleh seorang Panglima
Angkatan, )
¢. Para Panglima Angkatan bertanggung djawab tentang pelaksana-
an tugas kewadjibannja kepada MENHANKAM/PANGAB,

Pasal 27,
KOMANDO~2 UTAMA OPERASIONIL HANK&NXABRI

a, Motivasi pembentukan Komando-komendo Utama Operasionil HANK AM/
ABRT didasarkan pada azas, bahwa untuk memperoleh pengsunaan kekuatan-2
HANKAM/ABRI setjara efektif diperlukan adanjs pemikiran dan tindakan
jang sungguh-2 merealisasiken integrasi baik antar-Angkatan maupun anta-
ra APRT dan Rakjat, dimana dalam pelaksanaannja dilakukan setjara gabung-
an, baik gntar keempatAngkatan Bersendjata sendiri maupun dengan Kesatua
kesatuen Orgenisasi Pertahanan/Perlawanan Rakjat jang dilaksanakan atas
prinsip komando-tunggal, sehingga dapat ditjapai dan dibina suatu sistim'
pertahanan dan keamanan Nasional jang menjeluruh, .

b, Komando-2 Utama Operasionil HANKAM/AERI dibentuk atas

WEWENANE sevesansss
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wewenang dan keputusan Fresiden, dimana mengenai tugas, daerah dan we-
wenangnja ditentukan oleh MENHANKAM/PANGAB berdasarkan konsep-konsep
strategli HANEAMNAS,

Pengendalian strategis dan operasionil berada ditangan MENHANKAM/PANGAB,

¢. Komando-komando Utama Operasionil HANKAM/AERI mempunjai fungsi
melaksanakan Operasi Pertahanan untuk menghadapi agresi/invasi lawan
jang diselenggarakan setjara :

(1) Operasi ofensif-strategis, maupun setjara

{2) Operasi defensif-strategis,
dan melsksanakan Operasi Keamanan dalam negeri terhadap subversi, kon-
tra~rsvoluq

infiltrasi dan gangguan-2 keamanan dalam regeri lainnja.

d. Dalam hibungan Komando-2 Utama Operasionil HANKAM/ABRI tersebut
masing-masing_?ahglima Angkatan mempunjai tanggung-djewab untuk menjedia-
ken/menjiapkan kesatuan-kesatuan dalam rangka Komando Gabungan sebagai
Komponen-2 Angkatannja, serta membina bantuan logistik dan administrasi :
untuk kompenen-kompenennja itu, i

e. Panglima-2 dari Komando-2 Utama Operasionil HANKAM/ABRI mempu-
njai wewenang komando operasionil jang penuh atas kesatuan-2 jang @iba-
viahkan kggadanga, dan akan melakukan fungsi-fungsi jang semabgam EE AT
sebagaimana jang ditugaskan oleh Penguasa jang kompeten,

£ Komando=-2 Utaqa Operasionil HAHKAM/ABRI disvaun berdusarkan D=
njusunan kempartemen-2 strategis/tugas-2 polok strategis, sehingga men-
djamin adanja kesizpan tempur dan tanggapan jang tjepat dan tepat terha-
dap tantangan-2 perkembangan-2 peperangan dikemudian hari, terdiri dari :
(1) Komando Antar Daerah Pertahanan, disingkat KOAWDAHAN ;

- jang merupakan Mandala atau Kompartimen Strategis jang mempu-
hjal tugas-pokok defensif-strategis Jang luas dan berlandjut
'(continue}

- sebagai suatu Komando Gabungan (Unified Command) jang kompo-
sisinja terdiri dari Komponen-2 dari dua Kﬁgkatan atau lebih;

i', ﬂ‘.'a-

- dj.bcntuk ssssssssrasnee

s




S

PRESIDEN _
REPUBLIK INDONESIA.
v m A

- dibentuk atas dasar wilajsh (area basis) sesuai dengan konsep
strategis.

(2) Xomando Pertansnan Udara Nasional, disingkat EOHAWUDNAS;

- merupeksn suztu Komando Gabungan (Unified Command) jang mem-
punjai tugas-pokok defensif-strategis jan.g 1luas dan berlendjut
(continue) didelam wilajah Nesional, JS{JE komposisinja terdiri
deri Komponen?2 dari dua Angkstan atau lebin.

(3) Komendo Pertabanan Pantal (Maritim) Nasional, disingkat KOPPAN(MAR)
HAS
- perupakan suatu Komando Gabungan (Unified Command) jang mempunjal
tugas-pokok defensif-strategis jang luas dan berlandjut (continue)
didalam wilajah pantei (Maritim) Nasionsl, jang komposisinja
terdiri dari Fomponen-2 dari dua Angkatan atau lebih,

(4) Xomande Pasukan ¥omandoj
~ merupekan suatu Komando jeng mempunjai tugas-pokok sebagal pasuian
untu mempengaruhi situkei’ strategis;
- terydiri dari kesatuan-2. semua bngkaten jang dipersiapken untuk

dapat menjelenggarakap operasz. =2 chusus dalam bentuk team-2 jang
variabel besarnja.

(5) Komendc-2 Tjadangan Sirategis, seland jutnja disingkat KOT JADSTRAT ¢
~ merupsken satuan strategis guna keperluan pertempuran-2 davat laat
dan udara Sehagaz pasukan-2 jang selalu siap (ready forces) guna
Keperluan tugas-2-poxok strateg:.s,
- pnsur? KOTJADSTRAT Derat, Laut dan Udara dalem pelaksanaan tugas-2
operasionil atas perintah MENHANKAM/PANGAB dapat ditugaskan sebagal |
Kompenen-2 dari KOSTRANAS. - g

(6) Satuan Tugas Gabungan, disingkat SATGASGAB;

- merupakan suatu Komando Gabungan jang komposisinja terdiri dari
wnsur? dari dua Angketan atau lebih jang sifatnja tidek permanen
den dimana ftugas-pokoknja jeng harud dilaksanekan mempunjal sasaran
jang terbatas;

- diventuk hanjz bila diperlukan oleh MENHANKAM/PANGAB atau oleh

para Panglima Komando-2 Utama (Gabungan) jang telah ada.

e (7) (Mandeleis seesaes

122
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(7) Mandala Luar Wilajah Wasional, disingkat MAMDALA LUAR;

- bila diperluken dalam rangka pelaksanaan Operasi Pertghanan
paik defensif=-strategis maupun ofensif-strategis;

- merupakan suatu Komando Fabungan {Unified Command) jang mempu-
njai tugas-pokok strategis jang luas dan berlandjut { continue)
jang komposisinja terdiri dari Komponen-2 dari dua Angkatan ataun
lebih; i 2

- dapat dibentuk atas dasar wilajah (area basis) atau fungsionil
(functional basis) atau kombinasi dari kedua dasar tersebut.

¢. Para Panglima/Komandan Komdndo-2 Utana Operasionil HANKAM/ABRY
bertanggung djawab_ tentang pelaksanaan tugas kewad jibannja ke~
pada MENHANKAM/PATRAB.

PAB = IV
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 28,

a). Keputusan Presiden ini tidak mengurangl berlakunja ketentusn-2
" jang termaktub dalam Keputusan Presiden No. 163 tahun 1966, jang
perhubungan dengan bidang Pertahanan Keamanan, selama Keputusan
Presiden jang tersebut terachir ini belum ditjabut atau dirubah,
dengan ketentuan-ketentuan sebagal berikut :

(1) pelaksanaan gungsi HAN/KAM sebagai Departemen dapat segera
dilakukan, sedangkan pelaksanaan setjara fisik akan diabur
dengan keputusan tersendiri;

{2) Departemen-2 Angkatan dan Departemen Veteran dan Demobilisa-
si masih tetap berlaku;

(3) sebutan-sebutan Menteri Utama HAN/KAM, Menteri/Panglima Ang-

) katan dan Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi masih tetap
digunakan, sedangkan sebutan~2 Menteri HAI/KAM/PANGAB, belum
digunakan.

b)

Ketentuan-2 seperti tersebut dalam ad. a pasal ini, merupakan ke- !
tentuan-ketentuan dalam masa peralihan, jang berachirnja akan di-
atur dengan keputusan Presiden tersendiri.

Pasal 29 sesssensssansse

i
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Pasal 29.

Hal-hal jang belum diatur dalam Keputusan ini, ditetapkan
lebih landjut oleh MENHANKAN/PANGAB.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal, £4 Agustus 1967.

PEDJABAT PRESTDEN REBYBLIK THDONESIA,

. N
SOEHARTDO . r
DJENDERAL - TN,

¥t .

Sumber : Arsip Nasional RI (ANRI)
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52 tahun 1969

PRESIDEN
REPUBLIK INDONES!A
KEPUTUSAN PRESIDEN REFPUEBLIK INDONESIA
NOWOR §2  TAHUN 1969.

TENTANG

SEBUTAYN, KEDUDUKAN ORGANIK DAN TANGGUNG

DJAWAB KEPOLISIAN NEGARA SEBAGAI UNSUR

ANGEATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA
DALAM DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa imbangan antara upaja dan tudjuan jang dapat
mend jamin hasil jang optimal dalam pelaksansan tugas
pokok Kepolisian Negara perlu diserasikan j;

bahwa oleh karena Keputusan Presiden Republik Indone-—
sia No. 290 tahun 1964 (disempurnskan) tentang Penegas—
an kedudukan, tugas dan tanggung—djawab Angkatan Kepo-
lisian Republik Indonesia sebagai unsur Angkatan Ber—
send jata perlu disesusikan dengan proses perkembangan
Angkatan Bersendjata, sehingga untuk memberikan ruang
gerak Jjang tjukup bagi usaha penjerasian jang dimaksud
pada angka 1 diatas maka Keputusan itu perlu ditjabut;

Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
Undang-undang No. 13 tahun 1961 (LN. Tahun 1961 No.
245; TLN. No. 2289) tentang ketentuan-ketentuan Pokok
Kepolisian Negara ;

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 132 tahun

1967 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 171
tahun 1967.

Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglimsa Angkatan Bersendjata.

MEMUTUSKAN :

MENTJABUT KEPUTUSAN PRESIDEN REFUBLIK INDCNESIA No. 290
TAHUN 1964 (DISEMPURNAKAN).

KEDUA 2 ane
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA Keputusan Presiden R.I.
Nomor : 52 Tahun 1969.

=

: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SEEUTAN,
KEDUDUKAN ORGANIK DAN TANGGUNG DJAWAB KEPOLISIAN NEGARA
SEBAGAI UNSUR ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA
DALAM DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN.

Pasal 1.

(1) Dengan tidak mengurangi kedudukannja sebagai Angkatan
Bersendjatae seperti jang dimsksud dalam pasal 3 Undang-
undang No. 13 tahun 1961 (IN.Tahun 1961 No. 245 ; TLN.
No. 2289), digunakan kembali sebutan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, jang selandjutnja disingkat Kepoli-
gian Republik Indonesia.

(2) Kepolisian Republik Indonesia berkedudukan organik
dalam Departemen Pertahanan-Keamanan.

Pasal 2.

Kedudukan hukum, segala hal ichwal mengenai personil,
materiil, keuangan, orgenisasi, administrasi dan masalah
perawatan dalem arti lues bagi Kepolisian Republik Indone-
sia diatur setjars umum dan terintegrasikan dengan Angkatan
Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara dalam Peraturan-per—
aturan pokok jang sama bagi keempat unsur Angkatan Bersen-
djata.

Pasal 3.

Kepolisian Republik Indonesia adalah sederadjat dengan
Angkatan-angkatan Darat, Laut dan Udara sebagal unsur Ang-
katan Bersendjata Republik Indonesia.

Pasal 4.

Dalam kedudukannja tersebut dalam pasal 3 Keputusan
Presiden ini, Kepolisian Republik Indonesia bertugas serta
bertanggung-d jawab sebagai alat Negara penegak hukum, teru-
tama dibidang keemanan dan ketertiban masjareskat, sesuai
dengan ketentuan delam "Undang-undang Pokok Kepolisian Ne-

gara" serte dalam bideng kekaryaan sebagai kekustan sosial—
politik.,

Papal 5. ....
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i -
Pasal 5.

Kepolisian Republik Indonesia dikepalai oleh Kepala
Kepolisian Republik Indonesia jang memegang pimpinan
tehnis dan pengendelian Kepolisian Republik Indonesia
serta bertanggung-djawab tentang pelaksanaan tugas kewa-—
djivannja kepada Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima
Angketan Bersendjata.

Pasal .6.

Keputusan Presiden ini berlaku mulai tanggal 1 Djuli
1969.

Ditetapkan di Djakarta.
pada tanggal 27Djuni. 1969,.-

PRESIDEN Y%iommsn,

SOEHARTO
DJENDERAL - TNI.

T
(7

Sumber : Arsip Nasional RI (ANRI)
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Lampiran 5 : Beberapa catatan mengenai posisi Kepolisian

,/;? £ ‘ﬁalukannuun tugnanja akan tidal dapat dipersesausilan

di Indonesia

Seberapa tjataban mengenai posisi hepolinian 41 indonesia,
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J
7. Faka itu untuk zoaman sekarang beleld dapat diletaklian dalam
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Sumber : Arsip Nasional RI (ANRI)
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Nama Pangkat Singkatan Simbol Letak
PERWIRA TINGGI
Jenderal Polisi Jend. Pol e
Komisaris Jendral Polisi Komjen Pol n
Pundak
Inspektur Jenderal Polisi Irjen Pol
Brigadir Jenderal Polisi Brigjen Pol -
PERWIRA MENENGAH
Komisaris Besar Polisi Kombes Pol | s
Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP o Pundak
Komisaris Polisi Kompol .
PERWIRA PERTAMA
Ajun Komisaris Polisi AKP
Inspektur Polisi Satu Iptu Pundak
Inspektur Polisi Dua Ipda
BINTARA TINGGI
Ajun Inspektur Polisi Satu Aiptu m
Pundak
Ajun Inspektur Polisi Dua Aipda “
BINTARA
Brigadir Polisi Kepala Bripka
Brigadir Polisi Brippol
Brigadir Polisi Satu Briptu Pundak
Brigadir Polisi Dua Bripda
TAMTAMA
Ajun Brigadir Polisi Abrippol
Ajun Brigadir Polis Satu Abriptu
Ajun Brigadir Polisi Dua Abripda
Pundak
Bhayangkara Kepala Bharaka
Bhayangkara Satu Bharatu
Bhayangkara Dua Bharada

Sumber : http://www. KepangkatanPolisi .com



Lampiran 7 : Struktur Organisasi Kepolisian Bulan Juli 1946 :

Kepala Polisi Negara
Bagian Bagian Bagian Bagian Bagian Bagian
Tata Usaha | | Keuangan | | Perlengkapan Organisasi PAM Reskrim
Kepala Penilik
Kepolisian

Sumber : Awaloedin Djamin, op.cit, hlm 129.




Lampiran 8 : Struktur Organisasi Angkatan Kepolisian

Berdasarkan Peraturan Menpangak No Pol.

132

5/Prt/Menpangak/1967
Panglima
Angkatan
Wakil Panglima
Angkatan
Inspektur Korandak
Jenderal
Deops Debina Dekhus
Bidang Bidang Bidang Pers Bidang Bidang
Intelejen Oprasional Logistik Anggaran

Sumber : Awaloedin Djamin, op.,cit, him 386.
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Lampiran 9 : Daftar Kapolri dari Tahun 1945 Sampai

Sekarang

No Nama Awal Akhir
) Jabatan Jabatan

Komisaris Jenderal (Pol) Raden Said

I lsoekanto Tjokrodiatmodjo 29-09-1945 ) 14-12-1959

) Kgrmsans Jenderal (Pol) Soekarno 15-12-1959 | 29-12-1963
Djojonegoro

3 Inspektur Jenderal (Pol) Soetjipto 30-12-1963 || 08-05-1965
Danoekoesoemo

4 Inspekt}lr Jepderal (Pol) Soetjipto 09-05-1965 || 08-05-1968
Joedodihardjo

5 Komisaris Jenderal (Pol) Hoegeng Imam 09-05-1968 | 02-10-1971
Santoso

‘ 6 HKomisaris Jenderal (Pol) Moch. Hasan

| 03-10-1971 || 24-06-1974 |

‘ 7 HLetnan Jenderal (Pol) Widodo Budidarmo H 25-06-1974 H 25-09-1978 ’

8 MPA

Letnan Jenderal (Pol) Awaluddin Djamin,

26-09-1978

03-12-1982

‘ 9 HLetnan Jendral (Pol) Anton Sudjarwo

| 04-12-1982 || 06-06-1986 |

‘ 10 HLetnan Jenderal (Pol) Moch. Sanoesi

| 07-06-1986 || 19-02-1991 |

‘ 11 HLetnan Jenderal (Pol) Kunarto

| 20-02-1991 || 05-04-1993 |

Letnan Jenderal (Pol) Banurusman

12 Astrosemitro

06-04-1993

14-03-1996

‘ 13 HLetnan Jenderal (Pol) Dibyo Widodo

| 15-03-1996 || 28-06-1998 |

‘ 14 HLetnan Jenderal (Pol) Roesmanhadi

| 29-06-1998 || 03-01-2000 |

‘ 15 HLetnan Jenderal (Pol) Roesdihardjo

| 04-01-2000 || 22-09-2000 |

‘ 16 HJenderal (Pol) Surojo Bimantoro

| 23-09-2000 || 21-07-2001 |

| 17 |Jenderal (Pol) Chairudin Ismail (Pjs)

| 22-07-2001 || 07-08-2001 |

‘ 18 HJ enderal (Pol) Da'l Bachtiar

| 29-11-2001 || 07-07-2005 |

‘ 19 HJ enderal (Pol) Sutanto

| 08-07-2005 || 30-09-2008 |

| 20 |Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri || 01-10-2008 || 22 -10-2010 |

‘ 21 HJenderal (Pol) Timur Pradopo

| 22-10-2010 | Sekarang |

Sumber : http://jamarisonline.blogspot.com
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Lampiran 10 : Daftar Gambar
Lambang POLRI

Sumber : http://www.LambangPolisi .com



135

Polisi Zaman Hindia Belanda

Sumber : Museum POLRI
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Polisi Zaman Jepang

Sumber : Museum POLRI
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